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ABSTRAK

Pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk memanfaatkan semua kekayaan
sumber daya alam yang ada, baik pada perrmukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan
di bawah permukaan air. Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya negara di dunia
yang memiliki beragam kekayaan alam atau sumber daya alam. Desain yang digunakan
pada penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Berdasrkan hasil pembahasan di
atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin usaha
pertambangan merupakan suatu kegiatan yang ilegal dan berlaku sanksi bagi siapapun
yang melanggar isi dari ketentuan tersebut. Karena adanya lzin Pertambangan akan
menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertambangan Biji Besi, PETI

PENDAHULUAN

Dalam setiap proses pertambangan, setiap perusahaan yang ingin melakukan
aktivitas pertambangan wajib memiliki perizinan Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak
yang memiliki kewenangan. Hal ini bertujuan agar setiap perusahaan pertambangan yang
ada dapat memahami regulasi dan ketetapan-ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh
pemerintah, sehingga dapat menghindari eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan.

Berdasarkan realita yang ada, kita ketahui bahwa proses pertambangan saat ini
banyak yang tidak memiliki izin dan tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.
Sehingga banyak terjadi permasalahan atau konflik antara pihak perusahaan dan
penduduk yang ada di lokasi kawasan yang menjadi tempat proses pertambangan.
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Di beberapa tempat juga dapat kita temui proses pertambangan ilegal yang
dilakukan oleh masyarakat secara individu dan tidak dibawahi oleh perusahaan. Karena
melihat permasalahan yang dijelaskan di atas maka perlu adanya pertanggungjawaban
pidana terhadap perusahaan- perusahaan pertambangan yang tidak memiliki izin (llegal)
dan pertambangan liar yang ada, karena hal tersebut memilik dampak yang buruk dan
dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, jika dibiarkan dan tidak adanya

tindakan yang pasti dari pihak yang berwenang.*.

Dalam mengatasi konflik masyarakat tentu saja bisa menyelesaikannya melalui
peraturan masyarakat setempat misalnya melalui adat istiadat, melalui alim ulama, cadiak
pandai, dan orang-orang yang sudah dituakan atau diberikan amanah untuk memimpin
masyarakat setempat.? Selain itu penegakan hukum sangat penting dilakukan karena
hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah
dan mempunyai sifat unutk menciptakan keseimbangna natara kepentingan para warga

masyarakat yang ada.®

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pertambangan tanpa izin?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan pajak tentang pertanggung jabawan pidana terhadap
pertambangan tanpa izin pada eksploritasi biji besi

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif
dimana hukum normatif adalah penelitian doktrin yang disebut dengan penelitian

perpustakaan atau studi dokumen, karena pada penelitian ini ditunjukan hanya pada

L Dr. Tofik Yanuar Chandra, SH.,MH, Hukum Pidana,(Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022) H. 34-36

2 Yolanda Salainti, Feibe Angline Pijoh, Novita Mongdong, Romi Mesra, Kurangnya Perhatian Orang Tua
terhadap Pergaulan Bebas Pelajar di Kelurahan Watulambot, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 2 Maret 2023

3 Yoan Barbara Runtunuwu, Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan
Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan
Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 — 14
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peraturan-peraturan yang tertulis, bahan-bahan hukum yang lain dan dilakukan terhadap

data yang bersifat sekunder yang didapatkan dari perpustakaan.

PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pertambangan tanpa izin pada
Eksploitasi Biji Besi

Pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara memiliki arti “Pertambangan adalah sebagian atau
seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral
atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan
pasca tambang. Pengertian izin disini adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan
sebagaimana diatur dalam UU No. 4 tahun 2009, yang dikeluarkan oleh pejabat
berwenang yaitu Bupati/Gurbernur/Menteri sesuai Wilayah 1zin Usaha Pertambangan
(WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka
perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009
tentang Pertambangan®  yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha
penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal
40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah)”.

A Macam-Macam Tindak Pidana di Bidang Pertambangan

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana Illegal Mining
juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan
kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan
kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah
sebagai berikut :

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin Sebagaimana telah

diketahui diatas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan

4 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta,
2012, Cetakan. 1, h. 248
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alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap
orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin
lebih dahulu dari negara/pemerintah.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka
perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang
yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48,

Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu Dalam
melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan
yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan,
laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat
dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya
sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Oleh karena pemalsuan
suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya
dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU Pertambangan yang dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 .

3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin
dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk
eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,
dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha
pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi,
bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta
informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15).

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin
yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa
izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160
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Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau
denda paling banyak Rp 200.000.000,00” .

4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan
kegiatan operasi produksi

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan
penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian
dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui di atas bahwa kegiatan usaha
pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena terdapat dua
tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaanya harus sesuai dengan
prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus
bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh
melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Produksi. Pelanggaranya diancam
dengan Pasal 160 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”.

5. Tindak pidana pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau
money loundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melalui perusahaan
jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Di bidang pertambangan juga
dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan
dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil
tambangnya sehingga sampai kemasyarakat merupakan barang tambang yang sah.

Tindak pidana pencucian barang tambang (mining loundering) dalam UU No.4
Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling
banyak Rp 10.000.000.000,00™.

6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan Pengusaha
pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera
melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan
usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari
warga masyarakat setempat.

7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat

pemberi izin
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Ketentuan pidana yang telah dibicarakan di atas lebih banyak ditujukan kepada
perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU
Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat
pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “Setiap orang yang mengeluarkan
IUP, IPR, atau IUPK vyang bertentangan dengan undang-undang ini dan
menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan
denda paling banyak Rp 200.000.000,00”.

8. Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum

Dalam tindak pidana di bidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku
pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009. Meskipun
demikian dalam undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan
hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka
23).

Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum,
maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang
dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Di
samping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda
dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang
dijatuhkan.

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan

hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum29.

Warga Pula Bangka yagn secara turum temurun mendiami Pulau Bangka
Kecamatan Likupang Timur memiliki rumah, perkebunnan, pekuiburan yagn terletak di
Desa Kahuku, Desa Lihunu dan Desa Libas Kecamatan Likupan Timur Kabupaten
Minahasa Utara merasa dirugikan dengan penerbitan IUP Penambangan Bijih Besi di
Pulau Bangka oleh Pemerintah setempat.

Berdasarkan Pasal 135 UU Minerba, seharunya PT Mikgro Metal Perdana yang
diberikan izin dari pemerintah belum dapat melaksanakan eksplorasi pertambangan di

wilayah konsensinya karena belum adanya persetujuan dari warga sekitar sebagai pemilik
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lahan dan belum adanya izin pinjam pakai dan/atau izin alih fungsi hutan dari Pemerintah
Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Kehutanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU Minerba, Bupati selaku pemerintah daerah
berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di Wilayah Izin
Usaha Pertambangan dan memberikan IUP kepada masyarakat secara terbuka. Namun
hal tersebut tidak dilakukan karena tidak diketahui oleh penduduk di daerah setempat.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. IUP seharusnya tidak dapat diterbitkan karena
beberapa alasan di antaranya Pulau Bangka digolongkan sebagai pulau kecil, dan
diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu penambangan
pasir dan penambangna mineral di Pulau Bangka, dilarang oleh Pasal 35 undang-undang
ini.

Aktivitas penambangan ilegal di dalam Kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan
oleh oknum tidak bertanggung jawab berbeda dengan pertambangan rakyat karena tidak
adanya izin dari pemerintah setempat serta prosedur penambangan yang baik.
Penambangan ilegal berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar tambang
karena adanya ketidaksesuaian prosedur penambangan sebagaimana yang telah
ditetapkan. Tambang ilegal juga dapat merugikan negara karena berpotensi
menghilangkan sumber pendapatan pemerintah, baik pusat maupun daerah

Pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU Minerba dengan pidana penjara
maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan denda yang telah ditentukan. Kasus pidana yang
dengan sengaja dalam kegiatan penambangan melakukan eksplorasi tidak pada ketentuan
yang telah diatur untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib mengantongi
perijinan pertambangan. Kegiatan eksplorasi ialah merupakan suatu studi kelayakan,
eksplorasi, dan penyelidikan umum. Pengertian dalam eksplorasi dapat diartikan sebagai
berikut yaitu kegiatan usaha pertambangan yang dimana tahapannya untuk memperoleh
maupun mendapatkan berita secara teliti dan terperinci tentang lokasi, bentuk, dimensi,
sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari informasi mengenai bahan galian serta
lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan mineral bijih besi tanpa izin
merupakan upaya mewujudkan hukum yang dilakukan secara represif melalui sarana

penal. Hal ini sebagai perwujudan hukum atas perbuatan melakukan penambangan di
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Kawasan hutan tanpa izin sesuai Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 a UU Minerba dan Pasal
3 UU Nomor 8 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

oleh aparat penegak hukum di tahap aplikasi.

KESIMPULAN

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yagn
dapat diancap dengan hukum pidana baik kepada individu maupun badan hukum.
Penerapan Pasal 161 UU Minerba merupakan perwujudan hukum (law in action)
dalam upaya penegakan hukum pidana (criminal law enforcement) pada tahap
aplikasi. Di tahap aplikasi ini, aparat penegak hukum memiliki peran untuk
mewujudkan hukum yang telah dibuat pada tahap formulasi oleh badan pembentuk
undang-undang Aparat penegak hukum yang dimaksud terdiri atas kepolisian,
kejaksaan, dan pengadilan yang saling berkoordinasi dalam penegakan hukum
pidana. Aparat Penegak hukum telah mengupayakan penerapan Pasal 161 UU
Minerba terhadap praktik pertambangan batubara yang melakukan Kkegiatan
penambangan tanpa lzin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin
Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi
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